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Penelitian ini berangkat dari 2 (dua) fakta bahwa dari seluruh pengadilan di
wilayah hukum Kalimantan selatan yang berjumlah 13 pengadilan, Pengadilan
Agama Tanjung menjadi pengadilan yang banyak menolak permohonan dispensasi
nikah dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya. Kemudian adanya
permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung
karena sebab catin telah hamil, hal tersebut menimbulkan kekaburan ketentuan yang
ada pada PERMA No. 5 tahun 2019 terutama pertimbangan karena catin wanita
dalam keadaan hamil, ditambah lagi pernyataan dari ketua kamar peradilan agama
bahwa kehamilan tidak dapat dijadikan alasan mendesak untuk dikabulkannya
permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mencakup
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah dispensasi nikah dan
seluruh putusan dispensasi nikah di PA Tanjung selama tahun 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, dalam memutuskan
perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung tahun
2022, hakim berusaha mewujudkan keadilan subtantif dengan
pertimbangannya. Secara yuridis normatif telah memenuhi aspek-aspek
hukum formil maupun materil dan tidak bertentangan dengan PERMA No. 5
tahun 2019. Alasan mendesak yang dinilai oleh para hakim sejatinya
merupakan pertimbangan dari kebijaksanaan hakim dalam melihat keadaan
para pihak. Kedua, hakim juga menggunakan Kkaidah fighiyah untuk
menegakkan  magashid syari‘ah dalam menimbang dan  memutuskan
permohonan, terutama yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Khususnya,
dalam upaya untuk menjaga keturunan (hifzh al-nasl), yang bertujuan untuk
mencapai tujuan magashid syari’ah,yaitu tujuan yang berlangsung lama.
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